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INTISARI

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 Jo. SK Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 2002 sebagai seDuan wuiuc
keoedulian Demerintah terhadaD masvarakat dalam kondisi Kabupaten
Poso pasca kerusuhan seharusnya sudah mampu mengembalikan
kepercayaan masyarakat terhadap keamanan yang ingin dibuktikan
melalui pembangunan dalam pemanfaatan tanah secara efektif dan
efisien untuk mencegah tanah terlantar, tetapi pada kenyataannya sampai
sekarang belum direalisasikan. Dihadapkan dengan keiinginan tersebut,
Penulis merumuskan permasalahan yang perlu diteliti yaitu bagaimanakah
efektivikasi ketentuan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar di
Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivikasi ketentuan
penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar di Kecamatan Poso
Pesisir, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam penelitian
populasi ini, Penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan
kualitatif. Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian yaitu bidang
tanah yang diindikasikan sebagai tanah terlantar pada Desa Toini sebagai
desa sampel.

Pada lokasi penelitian ditemukan domisili pemegang hak di luar
letak tanah dan bidang kegiatan utama sebagai profesi tidak sesuai
dengan keadaan tanah yaitu pertanian. Hal ini memberikan gambaran
kurangnya kesadaran pemegang hak terhadap pengusahaan tanah yang
lebih optimal. Operasional ketentuan tersebut sudah tersedia dan
dilaksanakan dalam bentuk koordinasi yaitu Satgas identifikasi tanah
terlantar, Panitia Penilai Kabupaten/Kota dan Propinsi serta
pendayagunaan dengan melibatkan peran masyarakat dalam
pelembagaan yang jelas. Dalam operasionalnya, bidang tanah yang dapat
dinyatakan sebagai tanah terlantar berdasarkan kriteria dalam ketentuan
dimaksud sudah jelas mencakup semua kriteria, tetapi dalam proses
pelaksanaan begitu rumit, tanah yang telah beralih kepada pemegang
baru dapat kembali terindikasi bidang tanah tersebut sebagai tanah
terlantar.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa ketentuan penertiban
dan pendayagunaan tanah terlantar belum efektif dillaksanakan pada
kondisi kurangnya kesadaran masyarakat dan keadaan daerah yang
berbeda serta antisipasi tehadap hal yang terjadi selanjutnya belum
terakomodasi kedalam ketentuan yang diatur walaupun pedoman
pelaksanaan yang menyangkut koordinasi antara aparat pelaksana sudah
dilembagakan.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Bagi sebagian masyarakat, tanah yang dibiarkan tanpa

diusahakan merupakan keadaan biasa, sering terjadi, dan tidak

menimbulkan masalah karena dianggap tidak berpengaruh besar pada

kegiatan masyarakat serta pemilik tanah sekitamya. Namun,

kenyataannya tidak demikian. Keberadaan tanah terlantar di daerah

pedesaan akan menggangu kelestarian swasembada di bidang pangan.

Di daerah perkotaan, keberadaan tanah terlantar akan menyebabkan

tumbuhnya daerah-daerah kumuh yang mengurangi estetika perkotaan

dan mengurangi efisiensi penggunaan tanah serta dapat menyebabkan

masalah-masalah sosial yang tidak dikehendaki seperti munculnya

pendudukan liar dan tanpa izin di atas tanah-tanah yang bukan miliknya.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 (yang kemudian disebut

UUPA) Pasal 6 menyebutkan bahwa "semua hak atas tanah mempunyai

fungsi sosial". Fungsi sosial menyebabkan hak atas tanah apapun yang

ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu

akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk

kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi

masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya



dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun manfaat pula bagi

masyarakat dan Negara.

Untuk mewujudkan fungsi sosial hak atas tanah itu, maka dalam

ketentuan UUPA dinyatakan dengan tegas bahwa hak atas tanah hapus

dengan sendirinya apabila tanahnya diterlantarkan (Pasal 27, 34 dan 40).

Selanjutnya Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36

Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut dan Keputusan Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 2002 sebagai ketentuan

pelaksanaannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 Jo. Keputusan

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 2002 sebagai suatu

sistem hukum diantara berbagai sistem hukum lain yang dibentuk atas

dasar perpaduan antara tujuan mencapai sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat dengan kenyataan bahwa dalam masyarakat masih terdapat

bidang-bidang tanah yang penggunaannya belum bermanfaat. Sinergi

dari kedua hal tersebut diharapkan mampu mewujudkan kebaikan dalam

perubahan masyarakat yang semakin kompleks.

Sebagai realisasi ketentuan tersebut telah dilaksanakan di

Kabupaten Aceh Besar Provinsi Nangro Aceh Darussalam tahun 2003

yang berhasil mengidentifikasi tanah terlantar dari 13 perusahaan dan

menetapkan sebanyak 4.165 ha sebagai tanah terlantar serta diikuti



pendayagunaan tanah terlantar tersebut telah sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 Jo. Keputusan Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 2002.

Pemerintah (Badan Pertanahan Nasional) melalui pelaksanaan

ketentuan tanah terlantar diharapkan dapat menimbulkan fungsi

pengendalian penggunaan tanah dalam hubungannya dengan fungsi

sosial hak atas tanah, maupun fungsi dalam menjalankan apa yang

menjadi ketentuan di dalamnya untuk mencapai tujuan pemanfaatan

tanah yang efektif dan efisien sebagai wujud pengendalian penggunaan

tanah.

Fungsi sosial hak atas tanah dalam pemanfaatan tanah yang

efektif dan efisien merupakan prioritas utama yang seyogianya dilakukan

jika ingin meningkatkan efektivikasi ketentuan tersebut dalam melayani

kemajuan dan kepentingan dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Efektifnya pelaksanaan ketentuan penertiban dan pendayagunaan tanah

terlantar dilakukan dengan menguatkan beberapa hal, yaitu: (1)

•ketentuan itu sendiri dalam mengakomodasi semua hal-hal yang

berkaitan erat dengan subyek dan obyek hak sebagai sasarannya;

(2) aparat pertanahan dan pihak terkait yang mempunyai wewenang

untuk menjalankannya; (3) fasilitas yang akan mendukung kelancaran

operasional; dan (4) kesadaran masyarakat dalam mematuhi ketentuan,

memahami hak dan melaksanakan kewajibannya.



Kenyataannya pada lokasi penelitian di Kabupaten Poso, Provinsi

Sulawesi Tengah masih terdapat bidang-bidang tanah yang diindikasikan

sebagai tanah terlantar. Hal ini menandakan larangan menelantarkan

tanah belum dipatuhi oleh masyarakat. Keadaan ini mewajibkan

Pemerintah melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Poso sebagai

pelaksana untuk menertibkannya yaitu melaksanakan kegiatan

identifikasi terhadap suatu bidang tanah yang diindikasikan sebagai tanah

terlantar. Kegiatan ini merupakan tahap awal dari serangkaian kegiatan

pelaksanaan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar yang

diamanatkan dalam ketentuan tersebut dan apabila belum dilaksanakan,

maka pada tahap selanjutnya tidak memungkinkan dilanjutkan.

Efektivikasi ketentuan penertiban dan pendayagunaan tanah

terlantar dalam Implementasi untuk mencapai keberhasilan sangatlah

diinginkan. Pelaksanaan melalui beberapa tahap yang saling menentukan

hasil yang efektif dalam upaya mengatasi masalah tanah terlantar

sebagai amanat yang terkandung dalam fungsi sosial hak atas tanah

demi tercapainya pembangunan nasional pada umumnya dan

pembangunan daerah pada khususnya.

Berdasarkan uraian tersebut, mendorong peneliti untuk

mengadakan penelitian dengan judul "EFEKTIVIKASI KETENTUAN

PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR Dl

KECAMATAN POSO PESISIR, KABUPATEN POSO, PROVINSI



B. Perumusan Masalah

Pada awalnya bidang-bidang tanah yang dimiliki atau dikuasai

oleh pemegang hak digunakan sesuai dengan peruntukkan karena

dirasakan lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Apalagi

dihadapkan dengan kondisi Kabupaten Poso yang mulai berkembang

sebagai jalur utama perhubunqan antar provinsi di pulau Sulawesi

(disebut Trans-Sulawesi) dan sebagai salah satu pusat pariwisata

unggulan di Provinsi Sulawesi Tengah yang dirasakan mulai membuka

peluang usaha cukup luas bagi masyarakat di bidang ekonomi dalam

meningkatkan pembangunan daerah.

Keadaan yang menguntungkan tersebut kemudian berubah.

Perubahan terjadi karena timbulnya kesenjangan dalam masyarakat yang

mengarah pada munculnya konflik sosial. Konflik ini menyebabkan

masyarakat lebih memilih meninggalkan tempat tinggal mereka daripada

bertahan. Hal ini menyebabkan pembangunan tidak berjalan baik.

Secara berangsur-angsur dalam beberapa tahun terakhir kondisi

Kabupaten Poso mulai membaik. Kesigapan pemerintah dalam

melakukan pengamanan dan upaya perdamaian serta niat besar dari

masing-masing golongan yang bertikai untuk menyetujui perdamaian

membuka peluang ke arah perbaikan. Perdamaian yang terwujud belum

dapat ditafsirkan sebagai perbaikan kondisi masyarakat dalam segala

bidang kehidupan. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, diperlukan upaya



pemerintah dalam mengembalikan keadaan masyarakat pada kehidupan

yang normal terutama dalam mengusahakan tanah sampai bermanfaat.

Penertiban bidang-bidang tanah yang diindikasikan sebagai tanah

terlantar adalah langkah awal dalam mengembalikan kondisi masyarakat

pada penggunaan tanah sesuai sifat dan tujuan haknya demi tercapainya

fungsi sosial hak atas tanah. Langkah awal ini dilakukan untuk

menunjang efektivikasi ketentuan penertiban dan pendayagunaan tanah

terlantar sebagai sebuah kesatuan utuh dari wujud kepedulian

pemerintah terhadap kondisi masyarakat.

Dihadapkan dengan kondisi tersebut, Penulis merumuskan

permasalahan sebagai berikut:

"bagaimanakah efektivikasi ketentuan penertiban dan pendayagunaan

tanah terlantar di Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Provinsi

Sulawesi Tengah ?"

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivikasi ketentuan

penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar di Kecamatan Poso

Pesisir. Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah.



D. Kegunaan Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini, maka diharapkan akan:

1. memberi masukan kepada Pemerintah khususnya Badan Pertanahan

Nasional dalam kebijakan terhadap bidang tanah yang diindikasikan

sebagai tanah terlantar,

2. memperkaya kajian pertanahan, khususnya kajian mengenai tanah

terlantar yaitu tanah-tanah bekas kerusuhan.
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